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KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan dan
Penerbiten Akta Kematian dan  Pelaporan Perkawinan Cemi Tahun
Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Tim Register Perkawinan dan
Register Perceraian Kegiatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kematian dan Pelaporan Perkawman Cerai Tahun Anggaran 2020 pada
Bidang Pelayanan Pencatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagmmana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Fencatatan  Sipil Kabupaten Pesisir Selatan temtang Fembeniukan Tim
Tenaga Register Perkawinan dan Register Perceraian pada Dinas

Kependudukan dan Pencaatan Siml Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun (956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumaters Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 1956 Nomor 25), jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tashun 1957 jo (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 1643),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 temang Keuangen Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}

Undeng Undang Momor | Tahun 2004 tentang Perbendaharsan Megarn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-lIndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan, Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400,
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuvangan
Negara Antara Pemeriniahan Pusat dan Pemenniahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
scbagaimana diwbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Ferubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3475y,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimans telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesiz Tzhun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang Administrasi
Pemerintashan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Nepars Republik Indonesia Tshun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran hegara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4736) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemernintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan
Alas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Temtang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Momor
265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persvaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependuduk Secara Nasional,
sebagaimana telzh beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor |1 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kanu Tanda Penduduk
Herbasis Nomor Induk Kependuduk Secars Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Karlu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar
dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 6
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2009 teniang Standar dan Spesitikas) Perangkat Keras,
Perangkar Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penerbitan Kartv Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah:

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Tlrusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir
Selatan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2019,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor € Tahun 2019 tentang
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggana
2020,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggana 2020;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Tenaga Register Perkawinan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan Tenaga Register Perceraian pada
kantor Pengadilan Agama Panan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kahupaten Pesisir Selatan Tahun Angparan 2020, sehagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian vang tidek terpisahkan dari keputusan ini,

Tim Register Perkawinan pada Kantor Kementerian Apgama Kabupaten Pesisir
Selatan dan Tenaga Register Percerman pada Kantor Pengadilan Agama Painan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-
tugas sehagai berikut :

a Uraian Tugas Tenaga Register Perkawinan , sebagai berikut |

1)
2)
3)

4)
5)

Merzkap data perkawiran dari Kantor KUA kecamatan

Membuat daftar jumlah perkawinan setiap bulan per kecamatan
Mengantarkan rekap laperan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan
Pencataian Sipil sehap bulan.

Bertangpung jawab atas data perkewinan yang dilaporkan |

Melaksanakan tugas lain vang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan.
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b Uraian Tugas Tenaga Register Perceraian, sebagai benkut :

1) Merekap data perceraian di Pengadilan Agama

2) Membuat daftar jumlah perceraian setiap bulan

3) Mengamarkan rekap laporan percermion ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setiap bulan.

4) Bertanggung jawab atas daia percermian yang dilaporkan ;

5) Melaksanakan tugas lain yang dipenntahkan pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan.

Tim Register Perkawinan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
dan Tenaga Register Perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Painan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun Anggaran 2020,
melaksanakan kegatan/tugas mulai bulan Januan sampai dengan Desamber 2020,

Segala biava vang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen

Pelaksanaan Angparan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Sclatan Tahun Anggaran 2020,

Keputusan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan
pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Januan 2020

KEPALA DINAS

KERENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PATEN PESISIR SELATAN,
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUFATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ '8 /DKPS-PS//2020

TANGGAL : 24 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TENAGA REGISTER PERKAWINAN
DAN REGISTER PERCERAIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KARUPATEN PESISIR SELATAN TAHLUN 2020

= | JABATAN DALAM |
NOL NAMANIP. JABATAN | KET.
KEGIATAN
Fi | 2 ] 5 [
| SUMARDI, S P4 Stal Mon PNS pada Tenaga Register
Kantor Kementerian Percawinan
Agama Kabupaten
Pesisir Sedaran
Pl NIRWAN BUDIANTO, S HI | Staf Non PNS pada Teraga Register
Kantor Pengadilan Perceramn
Agama Painan
KEPALA DINAS

REPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

r

<. EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M. Si




	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)

